WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN Sdr. [DIDIET SUPARDI NIP 1 97208061997031004

SEBAGAI HEJABAT PENGADAAN BARAN G/JASA

SEKRETARJAT KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
[OTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ;

an Pasal 1 Angka 13 Peraturan Presiden Nomor 16

§18 Tentang Pengadaen Barang/Jasa Pemerintah

i Pejabat Pengadaan adalah pejabat

|si/ pejabat fungsional / personel yang  bertugas

kan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing;

. Guna mperlancar  pelaksanaan kegiatan  pengadaan
barang/jaga pada Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta
Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan
Barpng/Jajsa Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun Anggaran 2021:

. Bahwa berflasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hurpif a dap b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota
1 i Jakarta Selatan Tentang Penetapan Sdr. Didiet
rdi NIP 197208061997031004 sebagai Pejabat Pengadaan
Barang/Japa Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tahun Anggaran 2021;

- Undang-Urldang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yahg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851]);

ang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Neggra (Lenpbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, T n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Urldang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Dagrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
epublik Indonesia (Lembaran Negara Republik

esia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4744);




10.
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- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerall ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
bmor| 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
srubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang |Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
donesig Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara
¢publik|Indonesia Nomor 5679);

Pey .atur:ELI| Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

; Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik [[ndonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang
bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Ré¢publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan
Lembarar] Negara Republik Indonesia, Nomor 6523);

Peratur Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolagn Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesial Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Penaturan| Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
ang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
jun 2018 Nomor 33);

Perpturan|Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman |Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah
Beberapa |Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atap Peratliran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun P006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintal) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan

Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 768);

Pergturan [Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khfisus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Perdturan Paerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susungn Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005)
Sebggaimama Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahyn 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Prqvinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta (Lembaran
Daenah Pr:{lnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019

Nompr 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
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Fraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi

Daerall Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038)

S¢bagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tghun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor

142 T 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuang Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibpkota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

Peraturaf Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penatausphaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi
Dgerah|Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 21039);

Peraturar) Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar

Biaya (Bdrita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 20116 Nomor 71005);

Peraturary Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolagn Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (Berita
Dagerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomor 7R134) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali,
Terakhir Pengan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 212
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa
Lainnya Qrang Perorangan (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khtisus [Hukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72037);

Perpturan|Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tatg Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khuysus [bukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

KE
SE
SU

MEMUTUSKAN :

PUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
LATAN| TENTANG TENTANG PENETAPAN Sdr. DIDIET
PARDI| NIP 197208061997031 004 SEBAGAI PEJABAT

PE
AD

BARANG/JASA SEKRETARIAT KOTA KOTA
MINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Mepetapkain Sdr. Didiet Supardi NIP 197208061997031004

Sebagai P¢jabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Kota
Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021.

Tugas pokpk dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana diatur pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 20

a.

b.

8 sebagai berikut :

untuk pengadaan Barang/pekerjaan
ksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp2001000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

melakspnakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan
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Tembusan :
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B R e

Wakil Walikota Kot
Sekretaris Kota Kot
Para Asisten Sekref
Para Kepala Bagian

sl

flemberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
)engaddan barang/jasa kepada Walikota Kota Administrasi
akarta| Selatan melalui Kepala Bagian Sekretariat Kota Kota
\dminidtrasi Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

leputusgan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

_~WALIKOTAR ISTRASI JAKARTA SELATAN, ¢
rwh.
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g Administrasi Jakarta Selatan
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